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KonflikRuang  

antar Pemangku Kepentingan 

– UU N0.26/2007: Kesatuan Ruang Darat, Ruang Laut, Ruang 

Udara, termasuk Ruang Dalam Bumi: konflik pengaturan ruang 

scr nasional maupun di Provinsi dan Kabupaten/Kota, kasus 

Reklamasi pantura Jakarta, MRT/terowongan air utk energi  

– Konflik pemanfaatan ruang antar pemangku, karena rebutan 

kepentingan masing-masing, sehingga kepentingan bersama 

tersisihkan 

02/12/2017 

4 



KonflikPenetapan Lokasi (dan Ruang) 

Investasi dalam RTRW 

 
– Rendahnya kualitas RTR diduga mengakibatkan rencana pengembangan prasarana dan 

sarana serta rencana alokasi ruang yang termuat dalam RTR dipandang tidak menarik 

bagi investor. Dengan pengetahuan dan insting bisnis yang dimiliki, investor sangat 

mungkin memiliki pendapat yang berbeda tentang di mana sebaiknya investasi 

dilakukan 

02/12/2017 
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1. Ketidakmampuan perencana 
dalam memprediksi dinamika 
yang akan terjadi dalam masa 
perencanaan 

2. Kurangnya pemahaman 
perencana terhadap 
kondisi lingkungan dan 
sosial budaya 
wilayah/kawasan yang 
direncanakan 

3. Kurangnya peran 
pemangku kepentingan 
dalam proses penyusunan 
RTR, sehingga ada 
kepentingan stakeholders 
yang tidak terakomodasi 
dalam RTR. 

4. Belum optimalnya prosedur 
quality control yang 
diterapkan dalam proses 
persetujuan substansi di 
Kementerian ATR/BPN 
maupun proses evaluasi 
rancangan Perda sebelum 
ditetapkan menjadi Perda 

AKAR PERMASALAHAN 



Konflik Ruang: Pemanfaatan dan 

Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang 

masih Lemah 

Tantangan: 
Pengenaan Sanksi 

 

MENURUNNYA KUALITAS 
KEHIDUPAN di perkotaan 

mengakibatkan macet, 
kumuh dan banjir 

ISU KETERSEDIAAN RUANG DAN 
LAHAN untuk pemenuhan hajat 

hidup memicu: perambahan 
kawasan hutan lindung dan 

kerusakan lingkungan konflik 
horizontal dan vertikal di 

masyarakat 

PERLU JAMINAN KETERSEDIAAN 
TANAH DAN RUANG untuk 

pembangunan bagi kepentingan 
umum dan investasi yang 

pemanfaatannya terintegrasi dalam 
rencana tata ruang, dan 

mengurangi ketimpangan 
kepemilikan tanah 

BERKURANGNYA RUANG 
TERBUKA HIJAU di hulu dan 
bantaran sungai yang dapat 
mengakibatkan banjir dan 

tanah longsor 

 

PERLU JAMINAN KETERSEDIAAN 
TANAH DAN RUANG untuk 

pembangunan bagi kepentingan 
umum dan investasi yang 

pemanfaatannya terintegrasi 
dalam rencana tata ruang, dan 

mengurangi ketimpangan 
kepemilikan tanah 

Ancaman disintegrasi akibat 
pembangunan yang belum 

merata menyebabkan 
TINGGINYA KESENJANGAN 

ANTAR WILAYAH dan DALAM 
WILAYA 
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Konflik penataan ruang (Ernan, 2012) 7 



2. Pentingnya Kebijakan Berbasis Spasial     

    untuk Pengembangan Wilayah 

– Spatial Policy Map yang terintegrasi dapat membantu beberapa hal berikut: 

1. Menunjukan bagaimana beberapa kebijakan mampu menunjukkan implikasi terhadap 

penggunaan tanah (land use) serta mendorong integrasi antar kebijakan 

2. Memaksimalkan keuntungan dan mengurangi keuntungan serta membantu mencapai 

tujuan dari berbagai kebijakan secara bersamaan 

3. Secara umum, mampu meningkatkan awareness terhadap tata ruang bagi pembuat 

kebijakan dan keputusan 

4. Menstimulasi perdebatan publik terkait isu tata ruang, hingga kepada level komunitas 
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Implikasi  

Mengabaikan Spatial Planning 

Dalam membuat kebijakan kadang kita mengabaikan implikasi terhadap 

penggunaan tanah sehingga dapat memberikan kontribusi negatif terhadap 

ekonomi, sosial dan lingkungan, termasuk diantaranya sebagai berikut: 

1. Penduduk kota dan wilayah lainnya kesulitan transportasi, perumahan, energi , sumber daya air 

dan kerentanan terhadap banjir serta cuaca yang buruk 

2. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara tata ruang tidak seimbang dan tidak optimal 

bagi negara maju maupun berkembang 

3. Pembangunan perkotaan mengancam lahan pertanian yang berimbas pada ancaman kekurangan 

bahan pangan serta merusak keberlanjutan lingkungan 

4. Munculnya protes dan ketidakseimbangan politik sebagai respon pembangunan yang tidak 

merata 
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BERFIKIR SPASIAL 
Permasalahan spasial masih menjadi salah satu isu yang kurang 

menjadi sorotan dalam pembuatan kebijakan publik. Beberapa poin 

kurangnya perhatian terhadap isu tata ruang : 

PEMAHAMAN KARAKTERISTIK WILAYAH 

Kurangnya pemahaman akan area dan 
karakteristiknya, serta bagaimana satu 

kebijakan dapat memengaruhi 
perkembangan area tersebut 

SUBSIDIARITAS PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

Kurangnya pemahaman akan subsidiaritas – 
keputusan yang tepat dibuat di level yang 
tepat, dan bagaimana keputusan tersebut 

saling berhubungan dengan isu lain 

KOORDINASI ANTAR LEMBAGA 

Kurangnya koordinasi akan isu-isu lintas 
pemeritah daerah, provinsi, dan nasional 
yang menghasilkan cost jangka panjang 

pembangunan. 

KOMUNIKASI ANTAR LEMBAGA 

‘Siloed’ policy antar kelembagaan yang justru 
berujung pada hasil yang kontra-produktif 
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Pembentukan Kebijakan Tata Ruang 
Kebijakan tata ruang biasanya kurang memperhatikan  

perencanaan politik dalam pengambilan keputusan  

Perencanaan 
Politik 

Pengambilan 
Keputusan 

 

 “Perencanaan Politik yang Baik 
Merupakan Salah Satu Kunci dari 
Keberhasilan dalam Pengambilan 
suatu Keputusan “ 
  

1. Kebijakan Tata Ruang akan selalu mengalami 
tantangan politik dan kepentingan semua 
stakeholder  

2. Para pengambil keputusan sebaiknya tidak 
hanya berfokus pada perencanaan tata ruang 
saja, mereka sebaiknya memikirkan 
perencanaan politik (untuk memitigasi risiko 
politik) dalam Pengambilan Keputusan  

3. Dalam membuat perencanaan politik 
pengambil keputusan dapat membuat 
skenario kebijakan, stakeholder mapping, 
analisa kerugian dan manfaat , pembuatan 
visi kebijakan , serta quick win action  

4. Perencanaan politik yang baik juga 
menghindarkan distrosi kebijakan yang 
terpengaruh dari politik-politik sesuai dengan 
kepentingan golongan  
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12 Konflik Penataan Ruang: 

Pertarungan Politik Ruang 
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Efisiensi 

EKONOMI 

Keadilan  SOSIAL 

 VIABLE LIVABLE 

SUSTAINABLE 

EQUITABLE 

Konservasi 

LINGKUNGAN 

TATA KELOLA  

Pem. yg baik 

3. PERLUNYA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN  

02/12/2017 

KOMITMEN DUNIA 
(Komisi Bruntland 1987) 

KOTA dan WILAYAH 
BERKELANJUTAN 

RTRW BERKELANJUTAN 



Sustainable Development Goals (SDG’s) 

PWK  
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MenjawabTantangan kedepan: 

Sustainable Development Goals (SDGs) 

Fokus SDGs yang sesuai dengan sembilan 

agenda prioritas Presiden (Nawacita) 

diantaranya: 

– 1. Pembangunan Manusia 

– 2. Kesejahteraan dan Pendidikan 

– 3. Ekonomi Berkelanjutan 

– 4. Energi 

– 5. Perubahan Iklim 
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Menuju Tata Ruang yang Adil dan 

Berkelanjutan 

 

Mewujudkan Tata Ruang yang adil dan berkelanjutan, 
diperlukan peran seluruh stakeholders untuk 
penataan ruang yg UTUH (Ruang Darat, Laut, Udara, 
termasuk Ruang dalam bumi sebagai suatu kesatuan), 
yang meliputi pemerintah, masyarakat, dan sektor 
privat/dunia usaha/investor 

Peran Stakeholders Menuju Tata Ruang yang Adil dan Berkelanjutan 

3. Peran masyarakat sebagai pengguna dan 
pembentuk ruang:  Keterlibatan masyarakat dalam 
proses perencanaan yang partisipatif dan 
kolaboratif  Keterlibatan masyarakat dalam 
pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang 

2. Peran dunia usaha sebagai 
pengguna dan pembentuk ruang:  
Keterlibatan dunia usaha dalam proses 
perencanaan yang partisipatif dan 
kolaboratif  Keterlibatan masyarakat 
dalam pelaksanaan dan pengawasan 
penataan ruang 

1. Peran pemerintah sebagai regulator dan 
pembina dalam penataan ruang:  Peningkatan 
kualitas produk-produk pengaturan tata ruang dan 
perencanaan tata ruang (rencana tata ruang)  
Membangun kemitraan dengan masyarakat dan 
dunia usaha untuk meningkatkan keterlibatan 
stakeholders dalam penataan ruang  Kerjasama 
jangka panjang dengan ikatan profesi dan 
akademisi  Sosialisasi produk tata ruang secara 
intensif dan berkal 

Pemerintah 

Swasta Masyarakat 
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UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN 
RUANG 

Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, 
dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: 

• terwujudnya keharmonisan dan keterpaduan: 

- lingkungan alam dan lingkungan buatan; 

-   penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan 

• terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat 
pemanfaatan ruang 

Penataan Ruang menjamin pembangunan berkelanjutan 
BHP_DJPR 

2

0 

Penyusunan RTRW Berkelanjutan 20 



4. Sinkronisasi, Sinergi dan Inovasi  

dalam Penyusunan RTRW 

02/12/2017 
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INTEGRASI DAN  SINKRONISASI  22 

Sustainable Development 
Goals(SDG’s) 

RPJPN, RTRWN DAN NAWA CITA 

RTRW Sumatera, Renstra 
Kementrian 

POSISI LAMPUNG ??? 

RTRW KABUPATEN  

/KOTA 

Keterpaduan perencanaan : 

RTRWN, RTRW, RDTR  

Keterpaduan  pembangunan  

infrastruktur : PUPR, ENERGI, 

PERHUBUNGAN 

Sinkronisasi   WAKTU, PELAKU, 

ANGGARAN, LOKASI 



INTEGRASI /KETERPADUAN 
23 
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INOVASI DALAM 

PERENCANAAN TATA RUANG 

1.  Arah perencanaan: darat   laut/maritim 

2. Penetapan struktur dan pola ruang  berubah 

3. Proyek Strategis nasional 

 

SDG’S, RPJMN, NAWACITA, 
RTRWN, PSN (Energi dan Infras.)  

DUNIA 
BERUBAH 

INDONESIA 
BERUBAH 

DOB, TOLL 
SUMATERA, 
ITERA DSK,  

LAMPUNG 
BERUBAH 

INOVASI ??? 
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INOVASI  

DALAM PERENCANAAN TATA RUANG 

1. Arah perencanaan: darat   laut/maritim  

   KIM : Tanggamus ; KEK : Pariwisata (Lamsel dan Pesbar) 

2. Penetapan struktur dan pola ruang  berubah 

  Pusat pertumbuhan baru: Lamteng, Sisi Timur:   

                sepanjang TOLL Sumatera (Lamsel, Lamtim, Menggala,      

                Tubabar, Mesuji) 

3. Proyek Strategis Nasional (PSN) 

  Energi dan Infrastruktur (darat, laut, udara) 

 02/12/2017 
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KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA 

ALUR PELAYARAN INTERNATIONAL 



 
RENCANA MASTERPLAN KEK MANDALIKA  

BERBASIS TATA RUANG 
 

 RTRW Provinsi NTB Tahun 2009‐2029 Kawasan Mandalika merupakan Pusat Kegiatan Lokal 

Sengkol dengan peruntukan pariwisata, perkebunan dan permukiman 

 Kawasan Strategis Provinsi Kute dan sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, industri 

dan perikanan; 

 RTRW  Kab. Lombok Tengah Tahun 2011‐2031  (PERDA No. 7) Rencana Pola Ruang 

Kawasan Pariwisata (Wisata Alam, Wisata Sejarah, Wisata Budaya dan Wisata Buatan)  

 Kawasan Strategis Kabupaten Kute dan sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, 

industri; 

Diperlukan pengaturan lebih detil dalam Rencana Master Plan Kawasan Mandalika 
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Contoh ISU PW   merubah Struktur Ruang :  

KAW. NATAR-JATI AGUNG DAN TANJUNG BINTANG 

PUSAT PERTUMBUHAN BARU LAMPUNG  

 KSP : Kawasan Strategis Kabupaten 
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Bandara Radin Inten status kewenangannya bukan milik 
Kabupaten Lamsel lagi. Kabupaten Lamsel kehilangan 
aset provinsi. Bandara terbesar di Provinsi Lampung 
tersebut akan menjadi bandara bertaraf internasional. 
Targetnya, rencana ini rampung pada 2017 

Kesiapan penyediaan pusat 
pelayanan kota. Beririsan 
sama pusat pelayanan kota 
milik Kabupaten Lamsel. 

Kesiapan penyediaan pusat 
pelayanan kota. Beririsan 
sama pusat pelayanan kota 
milik Kabupaten Lamsel. 

Kontribusi subsector 
perkebunan berkurang 
signifikan bagi Kab. Lamsel 
karena sebagian besar lahan 
hutan berada dalam DOB 
Natar Agung 

Kontribusi sector industri 
pengolahan sangat prima 
bagi DOB Natar Agung karena 
71% Industri Pengolahan 
Lamsel berada dalam wilayah 
DOB 

Kecenderungan terjadinya 
alih guna lahan akibat upaya 
untuk memenuhi pusat 
pelayanan di kota. 
 

DOB 



Seluas 350 Ha lahan telah dibebaskan dan diambil alih 
oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Sebelumnya lahan 
tersebut merupakan tanah garapan petani yang sudah 
lama digarap dari lahan Eks-LIPI seluas 950 Ha. Petani 
yang lahannya terkena gusuran tersebut diberi ganti 
rugi sebesar Rp5.000.000 per hektar 

Belanja pemerintah untuk Kotabaru 
Bandar-Negara yang cukup besar, sampai 
saat ini berkisar 0.5 Trilyun. Cenderung 
terjadi ketimpangan distribusi GE di 
wilayah Lamsel 

Dengan adanya pembangunan Kota Baru maka terkait jaringan 
prasarana seperti jalan, drainase, jaringan air limbah, jaringan 
persampahan maka harus adanya peningkatan kapasitas dari tiap 
jaringan prasarana yang ada. Karena penduduk akan terpusat di 
ibukota Kotabaru Bandar-Negara 
 

Kecenderungan terjadinya 
alih guna lahan akibat upaya 
untuk memenuhi pusat 
pelayanan di kota. 
 

KOTA 
BARU 



Berdasarkan arahan pemanfaatan ruang dalam rencana kawasan 
perkotaan metropolitan Bandar lampung akan memberikan 
pengaruh terhadap pertumbuhan permukiman di Jati Agung dan 
Tanjung Bintang. Penghuni permukiman diprediksi merupakan 
pekerja komuter  

KAWASAN METROPOLITAN BANDAR 
LAMPUNG 

Sarpras untuk menyokong 
Pusat pelayanan kota di 
kawasan metropolitan kota 
bandar lampung  
 

Memprioritaskan percepatan pembangunan 
sejumlah proyek infrastruktur di Lampung, antara 
lain pembangunan jalan tol, penambahan fasilitas 
dermaga dan sarana pendukung lainnya di 
Pelabuhan Merak-Bakauheni, peningkatan status 
dan fasilitas Bandar Udara Raden Inten II Lampung 
Selatan, pembangunan beberapa waduk baru di 
Lampung, dan perbaikan dan peningkatan fasilitas 
dan pelayanan di Pelabuhan Panjang 
Bandarlampung serta beberapa pelabuhan laut 
lainnya di Sumatera. 



JALAN TOL 

MBBT 

Jalan tol MBBPT ini memberikan dampak positif dan negatif 
terhadap wilayah studi. dimana letak pintu tol mbbpt ini berada 
tidak jauh dari kawasan inti pendidikan.  

Penambahan jumlah penduduk dan peningkatan jumlah rumah 
yang akan bertambah nanti akan mengakibatkan timbulnya 
permukiman-permukiman kumuh disekitar kawasan inti 
pendidikan.  

Panjang jalan nasional di Kabupaten Lamsel bertambah. Beban di 
ruas jalam lintas sumatera berkurang. 
 

Pertumbuhan ekonomi 
Lampung  akan  
terdongkrak  dan 
peningkatan taraf ekonomi 
masyarakat terutama di 
kawasan buffer jalan tol 



Menuju Tata Ruang  

yang Adil dan Berkelanjutan  

Pe
re

n
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n
aa

n
 T

at
at

 R
u

an
g Peningkatan kualitas proses 

perencanaan tata ruang 

• Penentuan struktur ruang 

dan pola ruang yang 

harmonis dan komplementer 

• Peran aktif masyarakat 

dalam sinkronisasi kebijakan 

pembangunan 

• Inventarisasi kebutuhan 

lahan yang diperlukan 

• Penyediaan peta tematik 

• Metodologi dan proses 

perencanaan yang inovatif 

dan kreatif 

• Pemahaman terhadap local 

content 

Pe
m

an
fa

at
an

 R
u

an
g Keterpaduan penerbitan 

perizinan pemanfaatan 

ruang, izin hak penggunaan, 

serta hak milik bidang tanah 

dan kawasan berbasis 

rencana tata ruang 

• Perwujudan struktur ruang 

dan pola ruang berbasis 

rencana tata ruang wilayah 

dan rencana detail tata 

ruang 

• Penatagunaan air, udara, 

sumber daya alam lainnya, 

dan tanah 

• Pemenuhan kebutuhan lahan 

• Proses monitoring dan 

Pe
n

eg
n

d
al

ia
n

 P
em

an
fa

at
an

 
R

u
an

g Perwujudan tertib tata ruang 

dan kesesuaian 

pemanfaatan tanah, air, 

udara, dan sumber daya 

alam lainnya 

• Pemahaman terhadap audit 

ruang dalam rangka 

mengetahui simpangan dan 

pelanggaran tata ruang 

dalam rangka mewujudkan 

tertib ruang 

• Pemahaman terhadap 

penanganan konflik 

penataan ruang 
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Kesimpulan 

– Penataan ruang sebagai kebijakan yang berbasis spasial sangat diperlukan 

dalam rangka menjawab isu dan tantangan global sebagaimana tertuang dalam 

Sustainable Development Goals (SDGs), menghadapi tantangan dan tuntutan 

dinamika pembangunan termasuk mengakomodasi adanya Proyek Strategis 

Nasional, serta menjawab isu-su strategis tata ruang dan penyelesaian konflik 

ruang 

– Berbagai upaya menuju tata ruang yang adil dan berkelanjutan dilakukan secara 

menyeluruh dan terintegrasi di setiap tahapan pelaksanaan penataan ruang 

yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan 

ruang 

02/12/2017 
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Kesimpulan 

– Diperlukan peran seluruh stakeholders sesuai dengan fungsi utamanya, yaitu 
pemerintah sebagai regulator dan pembina dalam penatan ruang, masyarakat 
sebagai pengguna dan pembentuk ruang, serta sektor privat/dunia usaha 
sebagai pengguna dan pembentuk ruang dalam siklus penyelenggaraan 
penataan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang yang adil dan 
berkelanjutan 

– Diperlukan adanya ketentuan peraturan perundangan terkait ruang dan 
pengelolaan sumberdaya alam yang terdiri atas semua sektor 

– Lembaga penataan ruang yang kokoh di atas kepentingan semua sektor 

– Penyelerasan ulang nomenklatur penataan ruang 

02/12/2017 
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